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_bahwa  Pengembangan  Anak  Usia

CAMAT KANGAE,

hahwa Kelompolk Bermain merupakan salah satu bentule satuan

van Anak Usia Dint PAUD ) sebagaimana termiral

pengembang
20 Tahun 2003 tentang Sistem

dalam Undang-Undang Nomor

Pendidikian Nasional menyvatakan bahwa upayi pembinaan ying,

dingqukan  kepada anak merupakan  dasar Pencapaian bagl

Keberhasilan Pendidilkan Pemulig
Dini dapat  diakses  oleh

masyarakat melalui Pembentukan Lembaga PAUD dalaun bentulk

Kelompolk Bermain;
bahwa Lembaga PAUD Teka Tku I yang telah menyelengoaralkan
pelavanan bagi anak usia dini sejak tahun 2011 berjalan baik

sesual aturan vang berlaku;

. bahwa ijin operasional Lembaga PAUD Teka Tku 1 telah berakhir

schingga demi ketertiban administrasi penyelenggaaan lembaga
tersebut perlu diperpanjang ijin operasionalnya;

bhahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a,b,e dan d maka perlu ditetapkan dengan Keputusan

Camal,

Undang-undang Nomor 069 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daecrah - daerah Tingkat 11 dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1055 );
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejateraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143):
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 teniang Hak Asasi
Manusia | Lembaran Negara Republk IndonesiaTahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38806);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a Nomor

4233):
Nomor 20 Tahun 5003 tentang Sistem

Negara Republik Indonesia

Undang-Undang
Pendidikan Nasional (Lembaran

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repuouk

Indonesia Nomor 4301 |;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor /7 &4
Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5063
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejatera ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
peraturan Perundang-undangan { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 . Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5393) .sebagaimana telah diubah dengan Perawuran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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L Pevaturan Pemermtahy Nomor 19 Tahan 2005 tentang Standat

Nastonal - Pendidiloan (Lembaran Nepara Republile Indonesia
tahin 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Idonesia Nomor Hag):

L Peratinan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagan
Uiisan Pemenntah Antara Pemerintah,  Pemenntah Daerah
Propist dan Pemernmtah Daerah kabupaten/Kota (- Lembaran
Negara Repubhik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
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LPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

28

Avama dan Pendudikan keagamaan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1709 );

Jeraturan Pemerintah Nomor <17 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor <8043 );

S eraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

-

Pendidikan | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor -804 );

Lo Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 );

~Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penvelenggaraan Pendidikan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );
I8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

[¢ P i . H e 4
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
) ) g 5 = e, A
20.Pcaturan . Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
LY : ilre vl ' ! 1 1

Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 20149 Nomor 32);
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I3 Olctabier 2021
| Tuhun 2041
VoSl Kepatsin Kepala Desa Telan flaa Hormeon J’l”l :fh i g
o ' i) “ v ’ ' i i ik
tenting Penpanplation dan Penpesahan Kader PAUL
Hovr Tahon 20000,

MEMUTUSKAN:

Menetaplam

INEESATL s Membenkan Lan Operasional Penyelepparioan PAUL bepadi
Nt Lemhig S PAUD Tela o |
Al R Rw,
usun o Huabing Kloang
1) e s Tekaiku
Kecimatan ¢ Kangae
Kabupiaten » Sikka

Pinpinan/Penanpgpunpjawal, Kepala Desa Tekea [ku

Penyelengpara » Margareta Oktaviani, S, j«d.
KEDUA © Pemegang lzin Operasional sehagaimana dimalksud dalam dikturn
KESATU Keputusan inj mempunyai tugag :

Lo Menyelenggaralkean kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini

(- PAUD ) sehingga memenuhi fungsi sosialnya

masyarakat;

terhadap

2 Membuat Laporan bulanan lentang kegiatan PAUD dan Laporan

berkala setiap 3 ( liga ) bulan sekali berdasarkan model yang
ditetapkan;
Laporan sebagaimana dimaksud pad

a point kedua dimuksud
wajib dikirimkan ke C

amal Kangae dan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olaraga Kabupaten Sikka sebagai tembusan,

.
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KIEMPAT

KILLIMA

Iz Operasional Penvelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dinn (PAUL)
helompol hermam  Teka Iku I tersebut berlaku selama 3 (tga)
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;

Satu bulan sebelum Izin Operasional ini berakhir Pemegang 1zin
Operasional - Wagib - menyampatkan ke Camat Kangae dengan
membawa serta Laporan Akhir tentang Perkembangan PAUD,;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waipare
pada tanggal 29 Oltober 2021
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